SALINAN

BUPATI KULON PROGO

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP

Menimbang

Mengingat

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu diatur dengan Peraturan
Bupati;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi
Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban
Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;



Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah; ‘
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 4 Tahun 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

j 18

10.

1l

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
dengan KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik
tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
Wajib Pgjak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan
peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
Keterangan Status Wajib Pajak Daerah adalah informasi
yang diberikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
untuk pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas
Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/
atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Status Wajib Pajak Valid adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah bagi Wajib Pajak
Daerah yang sudah menyelesaikan kewajiban perpajakan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang
selanjutnya disingkat DPMPT adalah DPMPT Kabupaten
Kulon Progo. '

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai
pedoman untuk melakukan KSWP dalam layanan publik
tertentu.
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 3
Pemerintah Daerah melakukan KSWP sebelum memberikan
layanan publik tertentu.
Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
c. Izin Reklame.
KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara online/ dalam jaringan (daring) melalui sistem
informasi milik Pemerintah Daerah untuk Pajak Daerah
dalam rangka memperoleh keterangan Status Wajib Pajak
Valid.
Dalam hal KWSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan status tidak valid maka Wajib Pajak harus
menyelesaikan kewaiiban untuk mendapatkan Status
Wajib Pajak Valid.
Datam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara online/ dalam
jaringan (daring), KSWP dapat dilakukan secara manual/
Iuring (luar jaringan) oleh Wajib Pajak untuk memperoleh
Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid
Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari BKAD.



BAB III
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 4
DPMPT dapat memberikan layanan publik tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada pemohon

apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen status Wajib
Pajak Valid.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 November 2020

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA BUPATI KULON PROGO
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA ?

KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

"f MUHADI, S.H., M.Hum. SUTEDJO
NIP. 19720822 199503 1 003

Diundangkan di Wates
pada tanggal 23 November 2020
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 71



